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Peraturan Perundang-Undang:

Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
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Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna

Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan

Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-

Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977 tentang Tata Cara
Permohonan dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang
Pemasukan Kepada Negara dalam rangka pemberian Hak atas Tanah dan
Pendaftaran Haknya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-
Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal

Konversi Hak-hak Barat.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pelimpahan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas
Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara

dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapam Hak Guna

Usaha.
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Surat  Laporan Pemakaian Tanah  Tanpa ljin  Pemiliknya atau
Kuasanya/Pengumuman Penguasa Perang Daerah Jawa Timur No. Perg P.2-
8/1958, tertanggal 13-10-1958 berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat
No.Prt/Peperpu/011/1958 tanggal 14-4-1958

SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Timur di Surabaya, tanggal 5-5-1983
No. DA/C.211/SK/01/PR/1983, perihal Pendistribusian Tanah Negara bekas Hak
Erfpacht Verponding No. 4267 dengan Hak Mlik pada masyarakat Curahnongko

SK Menteri Dalam Negeri No. 64/HGU/DA/86 tentang Pemberian Hak Guna
Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur kepada PT.

Perkebunan (sekarang PT. Perkebunan Nusantara (Persero));

Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
No. 540.35-7695 Tahun 2004 tentang Permohonan Jangka Waktu Pendaftaran
HGU yang Terletak di Jember;

Surat Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas
Penyelesaian Sengketa Lahan antara Warga Desa Curahnongko dan Curahtakir
dengan PT. Perkebunan Nusantara XII Kalisanen (PTPN  XII) No.
063/R/Mediasi/VI11/2015.
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